
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1822, 2017 KEMENKEU. Pajak Air Permukaan, Pajak Air 

Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan. Pembayaran. 

Perubahan.  
 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 195/PMK.02/2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

9/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK AIR 

PERMUKAAN, PAJAK AIR TANAH, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN                  

UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG  

DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pembayaran pajak 

air permukaan, pajak air tanah, dan pajak penerangan 

jalan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi 

yang dibayarkan oleh pemerintah pusat, telah diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air 

Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan 

Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 

yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 90 huruf b Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan 

Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi                          

di Aceh, pada saat terbentuknya Badan Pengelola Migas 

Aceh, semua hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari 
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perjanjian kontrak kerja sama  bagi  hasil minyak dan 

gas bumi antara satuan kerja khusus pelaksana kegiatan 

usaha hulu minyak dan gas bumi dan kontraktor kontrak 

kerja sama yang berlokasi di Aceh dialihkan kepada 

Badan Pengelola Migas Aceh; 

c. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (6) huruf b Peraturan 

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, nilai 

perolehan air tanah ditetapkan dalam Peraturan 

Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan 

Gubernur mengenai nilai perolehan air tanah; 

d. bahwa untuk melakukan penyesuaian ketentuan 

mengenai tata cara pembayaran pajak air permukaan, 

pajak air tanah, dan pajak penerangan jalan untuk 

kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang 

dibayarkan oleh pemerintah pusat sehubungan dengan 

pengalihan semua hak, kewajiban dan akibat yang timbul 

dari perjanjian kontrak kerja sama bagi hasil minyak dan 

gas bumi kepada Badan Pengelola Migas Aceh 

sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan ketentuan 

mengenai penetapan nilai perolehan air tanah 

sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu dilakukan 

penyempurnaan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air 

Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan 

Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 

yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air 

Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan 

Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 

yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat; 
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Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang 

Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan 

Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5696); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5950); 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 

tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, 

Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk 

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang 

Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

9/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK 

AIR PERMUKAAN, PAJAK AIR TANAH, DAN PAJAK 

PENERANGAN JALAN UNTUK KEGIATAN USAHA HULU 

MINYAK DAN GAS BUMI YANG DIBAYARKAN OLEH 

PEMERINTAH PUSAT. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak 

Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan 

untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang 

Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 122) diubah sebagai berikut: 
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1. Di antara angka 1 dan angka 2 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) 

angka, yakni angka 1a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha 

Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya 

disingkat SKK Migas adalah penyelenggara 

pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas 

bumi yang dibentuk sesuai dengan Peraturan 

Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu 

Minyak dan Gas Bumi. 

1a. Badan Pengelola Migas Aceh, yang selanjutnya 

disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah 

yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan 

pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di 

bidang Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat 

dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 s.d. 12 mil 

laut).  

2. Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau 

bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan 

eksplorasi dan eksploitasi yang lebih 

menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan 

untuk  

sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

3. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha 

tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi 

dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja 

berdasarkan Kontrak Kerja Sama sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-

undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi 

dan/atau daerah kabupaten/kota dengan 

persetujuan bersama Kepala Daerah. 

5. Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan 

Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota. 
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6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

7. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP 

adalah pajak atas pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air permukaan. 

8. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada 

permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik 

yang berada di laut maupun di darat. 

9. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT 

adalah pajak atas pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air tanah. 

10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan 

tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 

11. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat 

PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, 

baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari 

sumber lain. 

12. Rekening Departemen Keuangan k/Hasil Minyak 

Perjanjian Karya Production Sharing Nomor 

600.000411980 pada Bank Indonesia yang 

selanjutnya disebut Rekening Minyak dan Gas Bumi 

adalah rekening dalam valuta USD untuk 

menampung seluruh penerimaan dan membayar 

pengeluaran terkait kegiatan usaha hulu minyak 

dan gas bumi. 

 

2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 diubah, dan                                           

diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, 

yakni ayat (3a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai 

berikut: 
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